INTISARI

Judul: Deskripsi Pembatalkan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Ptusan Mahkamah Konstitusi No.
23/PUU-XI1X/2021). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa dasar
pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal
293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? dan Bagaimanakah akibat hukum dari
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan
Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 235
ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukumnya.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif studi kasus yang bersifat
deskriptif menggunakan variable bebas dan variable terikat. Jenis dan sumber
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang
dianalis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari studi
kepustakaan dan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pokok
permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui bahwa: Dasar
Pertimbangan Hakim dalam pembatalan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh Mahkamah Konstitusi karena: Pertama,
Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili permohonan pemohon. Kedua,
Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing. Ketiga, Norma yang diuji
menimbulkan ketidakadilan. Keempat, Norma yang diuji menimbulkan
ketidakpastian hukum. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
sejak dibacakan yaitu terhadap ketentuan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan substansi pada bab 11, yaitu: Pertama,
Terhadap putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah
Agung. Kedua, Mahkamah Agung harus membuat regulasi tentang tata cara
pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Berdasarkan pada hasil
penelitian tersebut, maka disaran hal-hal sebagai berikut: Perlu pelaksanaan
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan perbaikan substansi Pasal 235 Ayat
(1) dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang upaya kasasi
dan peninjauan Kembali dan untuk Pemerintah dan DPR dalam menyusun
perundang-perundangan perlu memperhatikan asas kejelasan rumusan undang-
undang agar tidak terjadi kekaburan norma dan multitafsir yang dapat
menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Akibat Hukum.
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